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Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna menjadi tanggung jawab
pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa
Migran Produktif. Pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna menjadi isu yang
menarik untuk dikaji menggunakan perspektif hukum positif dan figih siyasah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan
pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri? 2) Bagaimana pemberdayaan
pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif hukum
positif? 3) Bagaimana pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di kabupaten
Kediri dalam perspektif fikih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 1)
Mendeskripsikan peran pemerintah kabupaten Kediri dalam melakukan
pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna. 2) Menganalisis pemberdayaan
pekerja migran Indonesia purna di kabupaten Kediri dalam perspektif hukum
positif. 3) Menganalisis pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna di
kabupaten Kediri dalam perspektif figih siyasah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan field research.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penerikan
kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan pekerja migran
Indonesia purna di Kabupaten Kediri telah diupayakan dengan maksimal oleh
pemerintah Kabupaten Kediri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri sangat
berperan penting dalam keberlangsungan program dan memastikan bahwa program
tepat sasaran. Hal ini terbukti terdapat berbagai pelatihan dan program
pemberdayaan yang telah diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri
diantaranya ada pelatihan kewirausahaan dan program desa migran produktif. 2)
Dari perspektif hukum positif, pemerintah Kabupaten kediri melakukan berbagai
upaya termasuk pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan lainnya sesuai
dengan yang diamanatkan undang-undang. Namun, dalam berjalannya
pemberdayaan terdapat beberapa ketidaksesuaian seperti tidak adanya penyediaan
modal kurangnya monitoring keberlanjutkan pemberdayaan. 3) Dalam perspektif
fikih siyasah, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri
sesuai dengan kaidah 4aliaally Ljia £e15) e WY1 Ca’ial Namun, kekurangannya
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adalah saat undang-undang masih belum diimplementasikan secara maksimal oleh
pemerintah Kabupaten Kediri.
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Empowerment of former Indonesian migrant workers is the responsibility
of the government as mandated by Minister of Manpower Regulation Number 2 of
2019 concerning Community Empowerment of Indonesian Migrant Workers in
Productive Migrant Villages. Empowerment of former Indonesian migrant workers
is an interesting issue to be studied using the perspective of positive law and figih
siyasah.

The problem formulations in this study are: 1) How is the empowerment of
former Indonesian migrant workers in Kediri district? 2) How is the empowerment
of former Indonesian migrant workers in Kediri district in the perspective of
positive law? 3) How is the empowerment of former Indonesian migrant workers
in Kediri district in the perspective of fikih siyasah? This research aims to: 1)
Describe the role of the Kediri district government in empowering former
Indonesian migrant workers. 2) Analyzing the empowerment of former Indonesian
migrant workers in Kediri district in the perspective of positive law. 3) Analyzing
the empowerment of former Indonesian migrant workers in Kediri district in the
perspective of figih siyasah.

This research is a qualitative research with a field research approach. Data
collection was done through observation, interviews and documentation. Data
analysis was done by condensing data, presenting data, and drawing conclusions.
Data validity checking is done by triangulation.

The results of the study showed that: 1) Empowerment of former Indonesian
migrant workers in Kediri Regency has been maximally pursued by the Kediri
Regency government. The Kediri District Manpower Office plays a very important
role in the sustainability of the program and ensures that the program is right on
target. It is evident that there are various training and empowerment programs that
have been held by the Kediri District Manpower Office including entrepreneurship
training and productive migrant village programs. 2) From a positive legal
perspective, the government of Kediri Regency has made various efforts including
skills training and other empowerment programs in accordance with what the law
mandates. However, in the course of empowerment there are several discrepancies
such as the absence of capital provision lack of monitoring of empowerment
continuity. 3) In the perspective of fikih siyasah, the empowerment carried out by
the Kediri District government is in accordance with the rule of e Al Cafial
daliadly Ljis 213l However, the drawback is that the law has not been
implemented optimally by the Kediri District government.
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